PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan
melalui 4 (empat) tahapan perencanaan, melalui penyusunan Rencana
Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K).

RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil dengan jangka waktu berlakunya selama 20 (dua puluh)
tahun, sehingga dalam penyusunannya harus diserasikan, diselaraskan, dan
diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam melaksanakan perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung
ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang
dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan
negara;

2. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika

lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan



3. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam
pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai
fungsi sosial dan ekonomi.

Arahan pemanfaatan ruang dalam RZWP-3-K Provinsi Sumatera Selatan
berisi tentang alokasi ruang terbagi menjadi 3 alokasi terdiri dari (1) Rencana
Kawasan Pemanfaatan Umum, (2) Rencana Kawasan Konservasi, dan (3)
Rencana Alur serta keterkaitan antar ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil dalam suatu Bioekoregion dengan memperhatikan dan memadukan
rencana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 14 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Selain itu dalam Lampiran Y
menyebutkan bahwa pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar
minyak dan gas bumi serta penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di
bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Provinsi. Hal ini berimplikasi pada kewajiban Pemerintah Daerah
Provinsi menetapkan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K.

RZWP-3-K merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan
sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan
struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan
yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya
dapat dilakukan setelah memperoleh izin. RZWP-3-K disusun melalui
pendekatan keterpaduan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang
telah dan akan disusun oleh masing-masing sektor dan daerah sehingga
terjadi keharmonisan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu kiranya disusun suatu
kerangka kebijakan pemerintah untuk pemanfaatan ruang yang tertuang
dalam RZWP-3-K Sumatera Selatan, guna mengakomodasi aspirasi
stakeholder dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masa

mendatang.



Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah
Sumatera Selatan tentang RZWP-3-K Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2020-2040. Selain mendasarkan pada Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Presiden yang terkait, Peraturan Daerah ini juga
mendasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMENKP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah
timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan

melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana
yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, bencana
nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan
besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda,
kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah

yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang

ditimbulkan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Perikanan Tangkap Pelagis adalah kegiatan operasional
penangkapan ikan yang berada di perairan permukaan air

laut.

Huruf b
Perikanan Tangkap Demersal adalah kegiatan operasional

penangkapan ikan yang berada di perairan dasar air laut.

Huruf c
Perikanan Tangkap Pelagis - Demersal adalah kegiatan
operasional penangkapan ikan yang berada di perairan

pemukaan dan perairan dasar air laut.

Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Jenis usaha budidaya laut yang diterapkan pada Sub Zona
Budidaya Laut menyesuaikan dengan spesies dan teknologi
budidaya yang sesuai dengan perairan laut Sumatera Selatan

seperti kerapu lumpur dan kakap putih.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.



Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sub zona pertambangan pasir laut” yaitu
pertambangan pasir laut di Perairan Selat Bangka yang
diperuntukkan bagi penambangan pasir laut terutama pasir
urug sebagai aktivitas bisnis pertambangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan
Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan
dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan
Pembangunan berkelanjutan.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.



Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk
perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.
Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan
pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum
yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk
kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah

raga, dan ekonomi.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.



Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.
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Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.
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Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.
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